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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ATAS
KERUSAKAN DAN/ATAU KEKURANGAN BARANG MUATAN DALAM
PERJANJIAN PENGANGKUTAN DENGAN KAPAL PADA
PT.SAMUDERA INDONESIA CABANG MEDAN

i . . *
I'tt indang Priatni Purba
Sunarmi **
Arif ***

Pengangkutan merupakan serangkaian perbuatan mulai dari proses negosiasi
dan perjanjian, penyerahan dan pemuatan barang ke dalam alat angkut, pemindahan
barang ke tempat tujuan, penurunan / pembongkaran barang di tempat tujuan dan -
penyelesaian klaim ( ganti kerugian ) sebagai akibat yang timbul dari pengangkutan.
Resiko / kerugian selama proses pengangkutan mulai dari pelabuhan muat (Port of
loading) sampai pelabuhan bongkar ( Discharge port ) bisa terjadi kapan saja
karena pemakaian alat — alat pada saat pemuatan dan pembongkaran, kelalaian atau
kesalahan baik pengirim/ penerima ataupun pengangkut, bencana alam dan sifat
dari barang itu sendiri. Mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri
dari pulau-pulau dan wilayah perairan sungai, danau dan lautan yang sangat luas,
maka pengangkutan laut mempunyai arti yang sangat penting dalam pendistribusian
barang ke seluruh wilayah. Kegiatan pengangkutan barang melalui laut dilakukan
dengan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian antara pengangkut dan
pengirim/penerima berdasarkan kesepakatan bersama dengan  mencantumkan
ketentuan - ketentuan yang telah disetujui.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis mengangkat permasalahan yaitu
bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang dilakukan oleh kedua belah
pihak apakah sudah sesuai dengan hukum perjanjian yang berlaku. Dan bagaimana
pelaksanaan pembayaran klaim kerugian atas kerusakan dan/atau kekurangan
barang yang terjadi dalam praktck, serta upaya-upaya hukum apa saja yang dapat
ditempuh. Untuk menjawab hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan
menggunakan metode penelitian normatif dimana lebih menitikberatkan pada studi
kepustakaan dengan mengutamakan data sekunder yang diperoleh dengan
melakukan studi  kepustakaan. Sedang survey dan wawancara dilakukan dalam
rangka untuk memperoleh data primer guna menunjang data sekunder. Semua data
yang diperoleh dianalisa = dengan menggunakan metode kualitatif untuk

*  Mahasiswi PPs. MHB UMA
* Dosen Pembimbing Pertama, PPs. MHB UMA
*** Dosen Pembimbing Kedua, PPs. MHB UMA
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menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitik yang jelas dan menyeluruh,
dengan tidak menggunakan rumus-rumus maupun angka-angka.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa perjanjian
pengangkutan barang melalui laut yang dilakukan oleh PT. Samudera Indonesia
pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku.
Adanya penetapan syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh salah satu pihak
selama pihak lain menyetujui dan menyanggupinya tidaklah membuat perjanjian
batal, tetapi tetap mengikat secara sah. Pelaksanaan pembayaran klaim dilakukan
berdasarkan pada ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian dan fakta yang ada
di lapangan setelah dilakukan pemeriksaaan, dan tanggungjawab akan dibebankan
pada kesalahan / kelalaian pihak yang mengakibatkan kerugian.

Bila terjadi perselisihan tentang tuntutan klaim maka terlebih dahulu akan
dilakukan pemeriksaan/peyelidikan oleh team ahli, kemudian dilakukan
musyawarah (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan. Meskipun pada perjanjian
yang dibuat biasanya dicantumkan tentang penyelesaian sengketa pada forum
pengadilan tetapi dalam prekteknya, cara tersebut tidak dilakukan. Para pihak akan
berusaha menyelesaikan dengan jalan musyawarah mengingat kerjasama yang akan
terus berlanjut. Untuk menghindari adanya perselisihan maka dalam perjanjian yang
dibuat harus dicantumkan dengan tegas dan terperinci mengenai tanggungjawab
para pihak dalam hal adanya ganti kerugian (klaim), sehingga resiko yang terjadi
tidak hanya akan ditanggung oleh salah satu pihak saja, dan penctapan syarat
tertentu yang dapat membebani pihak lain seyogyanya tidak boleh dilakukan.
Karena itu perlu adanya suatu peraturan perundang - undangan tentang
pengangkutan barang melalui laut yang jelas dan lengkap yang mengatur tentang
hal tersebut agar masing — masing pihak dapat melaksanakan semua kewajiban
dengan baik dan lancar tanpa ada perselisihan.

Kata Kunci :

- Hukum Pengangkutan
Ganti Kerugian

- Perjanjian Pengangkutan
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ABSTRACT

THE JURIDICAL REVIEW OF INDEMNATION PAYMENT ON
GOODS DAMAGE AND/OR INSUFFICIENCY IN THE SHIPMENT
TRANSPORTATION AGREEMENT OF PT. SAMUDERA
INDONESIA MEDAN BRANCH

Tri Endang Priatni Purba*
Sunarmi **
Benif + b

Transportation is a set of action begin from negotiation and
agreement, the delivery and goods loading to the transportation medium,
evacuation of goods to delivery location, discharge / unloading good in
delivery address and claim solution ( indemnation) due to transportation
risk during transportation process stating form Port of Loading to the
Discharge port are able to happen anytime because the usage of some tools
in loading and unloading process, negligence or errors whether form shipper
/consignee or carrier, lransporlation tool, natural disaster and the good
nature. Consider of the Indonesia geographies condition, which consists of
island and wide territorial water such as river. lake and sea, then the water
transportation, has great meaning in distributing various things to all place.
The goods transportation activities through the sea done by making an
agreement between carrier and  shipper / Consignee based on mutual
agreement by listed rules.

From the description, then writer conclude the problem of the
research in how is the transportation agreement perform by both side whiter
appropriate to recent agreement rule. In addition, how the claim payment
for indemnation on damage and / or insufficiency, also any efforts find the
solution. To answer these question, then the writer done research by using
normative research method, which focus on library research, and secondary
data, which collect by library study. Mcanwhile survey and interview done
by collecting primary data to support secondary data. All data analyze but
using qualitative method to create a clear and totally descriptive analytical
data by not using any formulas or calculation number.

. A College Student of PPs, MHB UMA
#*  First Consultant, a Teaching Staff of PPs, MHB UMA
**% Second Consultant, a Teaching Staff of PPs, MHB UMA
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Based on the situation, then writer conclude that the agreement of
sea transportation, which perform by PT. Samudera Indonesia basically, has
fulfilled the requirement of recent law. The existence of certain condition.
Requirements by one side as long as other side also agree and able to fulfill
requirement, so the agreement will not cancel but it is valid. The claim
payment done by certain rule written in agreement and recent fact after
perform investigation, and responsibility will be on the side, which cause
crror / negligence, which causc loss.

If there a dispute about claim payment, the expert team will perform
investigation, then discuss ( negotiate ) to take a solution. Usually, although
in agreement contract listed note about dispute solution in court but infact
on the case, the solution is not used. Carrier and consignee / shipper will try
to decide it by discussion. It is conclude that both of sides will working
continously. To hinder dispute then in the contract should listed
responsibilities of both side related on indemnation (claim), so that the risk
will not handle by on side only. That is why there should be clear and
complete regulation of shipment transportation which regulate those
matters, so that they will be able to perform all their responsibilities well
and smooth without any dispute.

Keywords:
Transportation law
Indemnation
Transportation Agreement
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KATA PENGANTAR

Dengan scgala kerendahan hati penulis memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, yang mana dengan rahmat dan karuniaNya jualah penulis
dapat menyeclesaikan tesis ini dengan segala kemampuan yang ada. Penulis
menyadari akan kckurangan atas penulisan tesis ini yang jauh dari kesempurnaan
sehingga penulis berusaha untuk terus belajar dan menimba pengetahuan dari
pengalaman sclama penelitian dan penulisan tesis dilaksanakan..

Penyusunan tesis ini dimaksudkan adalah untuk memenuhi dan melengkapi
persyaratar: guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana
Universitas Medan Areca. Adapun tujuan penulisan tesis ini dilakukan adalah untuk
mengetahui  bagaimana aspek yuridis terhadap pcmbayéran ganti rugi atas
kekurangan dan / atau kerusakan barang muatan dalam perjanjian pengangkutan
dengan kapal pada PT. Samudera Indonesia cabang Medan. Sebagaimana diketahui
bahwa pada saat ini pengiriman barang muatan melalui transportasi (pengangkutan)
laut memegang peranan yang sangat penting dan banyak dipergunakan oleh para
pemilik barang., dimang dalam proses p(;laksanaannya tidak terlepas dari
kemungkinan adanya resiko atau kerugian yang terjadi baik karcna faktor alam
maupun perbuatan manusia. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk
melakukan penclitian yang berkaitan dengan hal tersebut, khususnya tentang
permasalahan yang diangkat didalam tesis ini.

Selama penelitian dan penulisan hingga penyusunan tesis ini diselesaikan,

banvak diperoleh bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang mungkin tidak
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan bisnis dan industri yang semakin pesat saat ini, mendorong
semakin meningkatnya hubungan bisnis dalam bidang perdagangan dalam satu
dzerah ( lokal ), antar daerah dan antar negara. Kebutuhan akan suatu barang yang
penting dan dibutuhkan oleh suatu daerah yang tidak dapat dihasilkan di daerahnya
z«an diperoleh dari daerah lain yang memproduksinya. Dan bagi seorang pelaku
oisnis penjualan barang dalam wilayah yang luas akan memberikan keuntungan
vang semakin besar karena semakin banyak kuantitas barang yang akan diproduksi
Zan dipasarkan. Dalam hal ini dapat dilakukan perjanjian jual beli antara penjual
Zzn pembeli yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dengan cara
membayar harga barang yang dimaksud dan mengirimkannya ke tempat tujuan

ang telah ditentukan melalui pengangkutan.

Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang dagangah atau
serang-barang yang tidak untuk dipakai sendiri atau untuk kepentingan konsumsi
mmhedi tetapi untuk dijual kembali kepada orang lain atau untuk dipergunakan bagi
ssentingan  perusahaan. Dengan begitu barang-barang yang diperjualbelikan
siezh  barang-barang dalam jumlah yang besar, tidak sedikit, sehingga

membutuhkan pengangkutan khusus pada waktu penyerahannya.’

{MON. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jual Beli
Femgmpbeen, Penerbit Djambatan, Jakarta 1988, halaman. 2
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Pengangkutan merupakan sarana yang sangat umum dipakai pada waktu
penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, dan pengangkutan ini dapat
dilakukan melalui darat, laut dan udara untuk menjangkau seluruh wilayah negara
vang sangat luas. Oleh karena itu pengangkutan merupakan faktor penting yang
sangat menunjang pertumbuhan bisnis dan berhasilnya pemasaran suatu produk
mmdustri dan juga secara tidak langsung dengan adanya pengangkutan masyarakat
Zzpat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang tertentu yang diperlukan.

Menurut Purwosutjipto bahwa 70 % dari pengangkutan barang dilakukan
melalui pengangkutan laut. Hal ini disebabkan karena barang yang diangkut
mizsanya dalam jumlah yang sangat banyak dan berat, selain itu juga jarak tempat

unggal atau wilayah yang dipisahkan dengan lautan mempengaruhi banyaknya
memggunaan pengangkutan barang dengan kapal laut. © Dengan demikian kapal
merupakan faktor penting dan utama didalam penyelenggaraan pengangkutan laut.
Meskipun mengenai pengertian kapal itu sendiri para ahli hukum memberikan
pemgertian yang berbeda — beda, karena dalam undang — undang sendiri
schegzimana ditentukan dalam Pasal 309 Kitab Undang — undang Hukum Dagang
£.HD) memberikan definisi yang sangat luas sehingga menimbulkan penafsiran -
mmg berbeda — beda.

Didalam praktek péngiriman barang dalam jumlah besar dengan kapal laut
THESE untuk efisiensi dan penghematan biaya baik biaya yang langsung

mewpen tidak langsung berhubungan dengan proses pengiriman barang, karena

Rad halarr ?
fbad, halaman >
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